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ABSTRAK    
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan hutan dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi masyarakat dalam pengelolaan hutan Desa Amuma Kecamatan Amuma Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua. Jumlah sampel sebanyak 32 kk dengan teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana. Teknik pengumpulan data dilakukan pengamatan (Observasi) langsung dilapangan dan menggunakan dokumentasi. Penelitian menunjukkan pengelolaan hutan Desa Amuma Kecamatan Amuma Kabupaten Yahumimo meliputi penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pengelolaan hutan Desa Amuma Kecamatan Amuma Kabupaten Yahukimo adalah faktor sosial, ekonomi dan lingkungan. 
Kata Kunci: Hutan, Pengelolaan, Papua

ABSTRACT
This research was conducted to find out forest management and what factors influence the community in the management of Amuma Village, Amuma Subdistrict, Yahukimo Regency, Papua Province. The number of samples is 32 kk with simple random sampling technique. The data collection technique was carried out by observation directly in the field and using documentation. Research shows the management of the forests of the Amuma Village, the Amuma Subdistrict, Yahumimo Regency includes planting, maintaining, harvesting and selling. The factors that influence the community in the management of the forests are social, economic and environmental factors.
Keywords: Forest, Management, Papua
PENDAHULUAN

Hutan adalah kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh-tumbuhan memanjat dengan bunga yang beraneka warna yang berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi ini. Dalam arti ekonomis, hutan merupakan tempat menanam modal jangka panjang yang sangat menguntungkan bahwa dalam bentuk Hak Penguasaan Hutan (HPH). Sedangkan bagi para ilmuwan, hutan menjadi sangat bervariasi sesuai dengan ferfikasi ilmu. Misalnya, ahli silvika akan memberikan pengertian hutan yang berbeda dengan ahli manajemen hutan atau ahli ekologi (Nurmijayanto, 2015).
Pengelolaan hutan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam. Pengelolaan hutan desa dipergunakan untuk membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu,hutan sangat dibutuhkan untuk menambah pendapatan negara dan pendapatan daerah, sehingga dengan adanya pengelolaan kawasan hutan tersebut dapat pula menopang pendapatan masyarakat yang bermukim disekitar hutan desa atau hutan lindung dan hutan kawasan konservasi. Sumber daya hutan memiliki fungsi yang penting sebagai sistem.

Penyangga kehidupan manusia untuk mendukung fungsi tersebut pemerintah telah menata pengelolaan  hutan lindung dengan fungsi utamanya masing-masing, yaitu: (1) Hutan konservasi untuk tujuan pengawetan keanekaragaman tumbuhan-tumbuhan dan serta ekosistemnya juga berfungsi sebagai wilayah yang luas sistem penyangga kehidupan manusia, (2) Hutan lindung untuk tujuan mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan faktor-faktor yang terjadi erosi, mencegah intrusi air laut dan memilihara kesuburan tanah dan (3) Hutan produksi untuk memproduksi hasil hutan (Maklin, 2016).
Adapun mekanisme perubahan fungsi pengelolaan hutan Desa yang mengacu pada Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.34 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi pengelolan  Hutan Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2010, yang terdiri atas perubahan fungsi dalam fungsi pokok  pengelolaan  hutan desa dan perubahan fungsi hutan antara fungsi pokok yang berbeda. Ketentuan ini juga berlaku pada konservasi hutan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan dan Peraturan Pemerintah tersebut alih fungsi hutan memang diperbolehkan ketegasan hutan konservasi khusus di Indonesia.
Hal ini ditunjukkan bahwa pada kriteria kelerengan hutan di Kabupaten Yahukimo yang tidak memenuhi kriteria dalam pengelolaan hutan desa, hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan hutan desa yang menjelaskan bahwa hutan lindung dengan lereng/kemiringan 450 seharusnya ditanami dengan pohon atau kayu-kayuan berjenis kemiri, rotan, kelapa hutan, pohon, dan lain sebagainya sehingga pada tahun 2006 terjadi peristiwa bencana longsor di daerah Amuma. Tahun 2009 hutan desa yang dijadikan hutan produksi di Desa Amuma.

Dampak alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi kawasan budidaya  semakin meningkatkan resiko terjadinya bencana alam seperti banjir & longsor di Indonesia. Pulau Papua merupakan daerah yang memiliki banyak daerah rawan longsor karena tingkat kerusakan hutan desa/lindung di Pulau papua kabupaten Yahukimo tiap tahunnya mencapai 19.000 Ha. 

Menurut Suparmoko (2014) kejadian banjir & longsor kerusakan kawasan hutan desa di Papua khususnya Kabupaten Yahukimo yang menyebabkan kerugian hutan, oleh karena itu terjadi perubahan alih fungsi hutan lindung sehingga air permukaan meningkat. Disisi lain banyak permukiman yang dibangun di perbukitan dengan kemiringan lereng lebih dari 40 persen yang seharusnya kawasan lindung. Hal ini disebabkan karena belum adanya peraturan daerah (perda) yang mengatur pengelolaan hutan lindung sebagai bentuk tindak lanjut dari otonomi daerah. Tentu saja, kondisi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 dan PP Nomor 6 tahun 2007. Oleh karena itu, penilitian ini dilakukan untuk menganalisis pengelolaan hutan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan hutan Desa Amuma Kecamatan Amuma Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua.

METODE PENELITIAN

1. Waktu Dan Tempat Peneitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2016 yang dilakasanakan di Desa Amuma Kecamatan  Amuma Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua.

2. Populasi Dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelolaan hutan Desa Amuma Kecamatan Amuma Kabupaten Yahukimo sebanyak 452 kk. Sedangkan jumlah sampel yang dijadikan responden sebanyak 32 kk. Teknik Pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana.
3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, maka digunakan teknik pengamatan (Observasi) dengan mengadakan pangamatan secara langsung dilapangan terhadap proses pengelolaan hutan Desa Amuma Kecamatan Amuma Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua dan dokumentasi untuk mendapatkan data pengelolaan hutan dinas pertanian  dan kehutanan di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua
4. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui pengelolaan hutan dan faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pengelolaan hutan Desa Amuma Kecamatan Amuma Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua. digunakan analisis deskriptif dan kuantitatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Pengelolaan Hutan Desa Amuma 
Berdasarkan hasil wawancara pengelolaan hutan desa di Desa Amuma Kecamatan Amuma Kabupaten Yahukimo disajikan pada Tabel .1
Tabel 1. Teknis Pengelolaan Hutan Desa Di Desa Amuma Kecamatan Amuma Kabupaten Yahukimo 
	No.
	Teknis pengelolaan
	Responden
	Persentase
(%)

	5.
	Persiapan lahan
Persiapan Bibit
Penanaman

Pemeliharaan
Pemanenan
	32
32

32

32

32
	100

100
100
100
100


Sumber : Data Primer Diolah. 2016
Tabel 1 memperlihatkan lahan teknis pengelolaan hutan desa di Desa Amuma Kecamatan Amuma Kabupaten Yahukmo 100% responden melakukan persiapan lahan, persiapan bibit, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang diuraikan sebagai berikut: 
1. Persiapan lahan
Masyarakat pengelolaan hutan desa (pemilik lahan) membuat larikan, jarak tanam, piringan, lubang tanam, dan penanaman. 

2. Persiapan Bibit
Persiapan bibit dimulai dengan mencari biji dari pohon yang bagus yaitu pohon yang getahnya kemudiandipupuk atau dengan membuat persemaian. Setelah tinggi tanaman kira-kira 4 meter kemudian distum (dipangkan daunnya). Kegiatan penyetuman dilakukan pada bulan Oktober sampai November, jika melebihi waktu tersebut hasilnya kurang baik. Sumber bibit yang digunakan dalam penanaman bermacam-macam ada yang berasal dari ipukan, persemaian atau bumbungan dan dari langsung ditanam dari bijinya. Khusus untuk tanaman jengjen bibit dapat diperoleh dari tunas yang baru tumbuh dari tunggul pohon yang sudah ditebang. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan hutan desa yaitu dalam pemilihan tempat dan pengkondisian lingkungan. Menurut kepercayaan masyarakat tempat untuk mengelolah hutan harus menghadap ke Wetan, tanahnya harus gembur, dekat dengan sumber mata air, lokasi yang strategis sehingga mempermudah dalam proses transportasi. Jarak yang terlalu jauh akan menyebabkan menurunnya kualitas bibit. Pemilihan tanah yang bagus biasanya yang berada dibawah rumpun bambu karena pada daerah tersebut mengandung pupuk yang berasal dari serasah daun bambu. Tanah yang subur biasanya tanah yang berwarna merah. Arah Wetan merupakan arah terbit matahari sehingga tanaman dapat tersinari sepanjang hari yang dapat mengakibatkan tanaman yang tergenang air menjadi cepat kering. Tanaman yang kering dapat terhindar dari serangan hama dan penyakit sehingga pertumbuhannya baik.
Petani pengelolaan hutan desa yang sumber bibitnya berasal dari usaha sendiri terbagi menjadi tiga macam berdasarkan biji yang ditanamnya yaitu biji yang berasal dari bibit lokal atau bibit kampong (selling), biji yang berasal dari bibit yang diberikan dari penyuluh pertanian biasanya merupakan bibit yang sudah disilangkan petani menyebutnya bibit kawinan, dan bibit yang berasal dari perkebunan. Di Desa Amuma petani yang sumber bibitnya berasal dari bibit lokal sebanyak 10 orang, bentuk persiapan bibitnya ialah dengan membuat ipukan dari biji yang berjatuhan yang berasal dari pohon yang getahnya banyak atau yang berasal dari kongkoak yang kemudian dipindahkan ketempat khusus kemudian dirawat sampai siap untuk dipindahkan ke lahan yang akan ditanami dan hanya satu orang saja yang sumber bibitnya berasal dari pohon. Petani yang menggunakan sumber bibit dengan membeli dari orang yang membuat pengelolaan hutan desa atau ipukan sebanyak 10 orang, sedangkan di Desa Amuma petani yang sumber bibitnya berasal dari bibit lokal sebanyak 10 orang, bentuk persiapan bibitnya ialah dengan membuat ipukan dari biji yang berjatuhan yang berasal dari pohon yang getahnya banyak atau yang berasal dari kongkoak yang kemudian dipindahkan ketempat khusus kemudian dirawat sampai siap untuk dipindahkan ke lahan yang akan ditanami. Petani yang sumber bibitnya berasal dari penyuluh pertanian sebanyak 2 orang dan bentuk persiapan bibitnya berupa ipukan dengan biji yang berasal dari pohon yang diberikan oleh penyuluh pertanian dan yang terakhir petani menggunakan bibit dengan cara membeli sebanyak 8 orang, bentuk persiapan bibitnya dengan membuat ipukan dan persemaian dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Informan Menurut Bentuk Persiapan Bibit Yang Dilakukannya
	No
	Bentuk Persiapan Bibit
	Jumlah imforman
	Persentase %

	1. 
	Kongkoak Dan Iputan 
	10
	25

	2. 
	Persemaian Dan Ipukan 
	12
	50

	3. 
	Membeli Bibit Jadi 
	10
	25

	
	Jumlah 
	32
	100


Sumber : Data Primer Diolah, 2016
Orang yang bekerja pada saat memasukkan tanah ke dalam kantung plastik dilakukan oleh anak-anak dan ibu-ibu, mereka melakukan pekerjaan ini setelah pekerjaan dirumah selesai dan anak-anak setelah pulang sekolah dengan upah Rp. 50/ plastik, sehingga mengisi waktu sambil mencari uang. Bagi pemilik hutan merupakan suatu kesenangan karena dapat menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi orang lain dan jika dikerjakan sendiri maka waktunya lama. Fungsi pembuatan hutan desa   adalah untuk menciptakan kebersamaan diantara para pekerja. Perlakuan biji dilakukan oleh ibu-ibu tetapi sebagian besar kegiatan pembuatan persemaian dilakukan oleh laki-laki. Petani yang membuat persemaian sebanyak lima orang tetapi hanya seorang saja yang membuatnya dengan tujuan untuk menjualnya sementara empat orang lainnya membuat persemaian untuk memenuhi kebutuhan akan bibit untuk lahannya sendiri. Alat-alat yang digunakan dalam membuat hutan desa  ialah parang, cangkul, golok, mangkok, emrat, teng semprotan, plastic atau polibag berukuran 0,25 atau 0,5
3. Penanaman 


Pada umumnya pengelolaan hutan Desa Amuma yang ada di Kecamatan Amuma saat ini ditanam 5-20 tahun yang lalu masyarakat menanamya di lahan sendiri diluar daerah pemukiman sebagai bukti bahwa mereka pemilik lahan tersebut. Hasil hutan maupun hasil tersebut ditanam setelah ada rencana untuk meninggalkan atau pindah ketempat yang lain, misalnya karena tanahnya dirasakan tidak subur lagi untuk.


Hasil wawancara dengan masyarakat didapatkan beberapa alasan mengapa masyarakat menanam  hasil hutan bukan kayu khususnya pohon bambu dan rotan karena biasanya mudah tumbuh, tidak memerlukan pemeliharaan yang intensif, bibit muda didapatkan serta tidak adanya tanaman lain yang dapat ditanam pada waktu itu. Dari 30 responden yang diwawancarai semua mengakui bahwa untuk penanaman pohon bambu dan rotan, bibit umumnya didapatkan dari anakan dan bambu yang tumbuh di bawah pohon induk dapat berubah tanaman hasil hutan yang bisa ditanam sebagai pagar atau kebun-kebun budidaya bambu lainnya yang sudah ada sebelumnya, penanaman dilakukan bercampur dengan tanaman pohon kasuari.
4. Pemeliharaan 

Pemeliharaan terhadap tanaman bambu dan rotan muda biasanya bersama-sama dengan tanaman pohon lain misalnya kasuari matua dan pohon pinus atau tanaman pangan padi yang ditanam di kebun, Pemeliharaan yang dimaksud yaitu pembersihan dari gulma. Penjagaan dari gangguan ternak atau hewan lain tidak menjadi masalah karena tanaman pohon bambu tersebut di tanam pada kebun- kebun yang telah dipagari. Setelah pohon  bambu sudah dewasa, pemeliharaan atau tanaman penggangu lainnya sudah jarang dilakukan. 

Umumnya pada musim kemarau sering terjadi kebakaran hutan yang dapat mematikan tanaman kecil di bawah pohon- pohon lain, tetapi bagi tanaman kebun bambu kebakaran tersebut dapat mengurangi saingan dalam memperoleh unsur hara menurut pengakuan beberapa pemilik hutan rakyat. Umumnya mereka senang  apabila  hutan kemasyarakatan tersebut terbakar karena disamping tidak perlu dibersihkan tanahnya bertambah subur. Pemeliharaan selanjutnya adalah penjarangan dilakukan terhadap pohon yang tumbuhnya kurang bagus misalnya, ujung pohon patah atau berupa cacat lain sehingga jumlanya tidak terlalu banyak. Hasil dari penjarangan ini dapat berupa kayu bakar atau tiang- tiang pagar. Mereka mengaku melakukan pembersihan gulma sampai bibit pohon tersebut berusia 2 tahun dan melakukan kegiatan  penjarangan sampai bibt pohon tersebut berumur 7 tahun.
5. Pemanenan

Sistem penjualan hasil hutan desa terbagi dalam dua cara yaitu: 

a. Penjualan Bentuk Pohon Berdiri
Penjualan dalam bentuk pohon berdiri umumnya dilakukan oleh pemilik hutan  pohon lainnya dan yang tidak mempunyai alat penebangan, penjarangan dan pengangkutan. Jadi pada cara ini hasil penjualan pohon merupakan hasil bersih bagi pemilik pohon tersebut.
 Mereka mengaku menjual dengan alasan mengurangi biaya untuk tanaman hasil hutan lainnya yang ditinggalkan dan harga dari pohon tersebut bervariasi dari Rp.10.000 sampai dengan Rp. 20.000 perpohon. Sebagian besar dari masyarakat miskin menjual hasil hutannya kepada pedagang pengumpul dan masyarakat tani. Melalui cara ini banyak pohon rusak atau kebakaran di desa tersebut ini.
b. Penjualan Dalam Bentuk Batangan
Penjualan dalam bentuk batangan umumnya dilakukan oleh pemilik hutan masyarakat yang mempunyai alat penebangan atau alat pengangkutan sendiri. Yang kadang terjadi namun setelah ditebang pohon batangan tersebut dijual ketempat pengumpulan lalu diangkut ke kabupaten Yahukimo. 

Mereka rata-rata menjual batang pohon ini melalui masyarakat hutan desa Amuma dengan diameter  antara 15–30 cm dengan panjang antara 3-7 m dengan harga rata-rata Rp. 15.000-20.000 per batang. Sistem penebangan pohon kayu  kasuari Desa Amuma  Kecamatan Amuma adalah sistem tebang pilih. Pohon akan ditebang adalah berdasarkan apakah pohon tersebut sudah dapat dipasarkan dan berapa jumlah pohon tersebut yang diminati dipasaran.
B. Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Pengelolaan Hutan 
Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dijumpai faktor-Faktor Yang Pempengaruhi Masyarakat  Dalam Pengelolaan Hutan Desa di Desa Amuma Kecamatan Amuma Kabupaten Yahukimo disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Faktor Yang Pempengaruhi Masyarakat  Dalam Pengelolaan Hutan Desa

	No 
	Teknis pengelolaan
	Responden
	Persentas (%)

	1.

2. 

3.
	Sosial 

Ekonomi
Lingkungan
	12
10
10
	50
25
25

	Jumlah
	32
	100


Sumber : Data Perimer 2016

Tabel 3 memperlihatkan 3 faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pengelolaan hutan desa yaitu 32 kk (100%) responden menyatakan  faktor sosial sebanyak 12 kk 50%, faktor ekonomi sbanyak 10 kk  (25%) dan faktor lingkungan sebanyak 10 kk (25%).
1. Faktor Sosial 

a. Mental Model Pengelolaan Hutan Desa
Dari hasil wawancara terhadap 9 responden dapat diketahui bahwa mental model masyarakat yang terbangun dalam dua kondisi vegetasi yang berbeda  pada saat masyarakat mulai masuk dalam kawasan Hutan Desa, yaitu dimana satu kondisi lahan yang masih banyak ditemukan pohon-pohon yang berumur 40-60 tahun dan kondisi penutupan masih bagus, dan di kondisi lahan lain tidak banyak ditemukan pohon-pohon melainkan alang-alang. Hal inilah yang kemudian membentuk secara sendirinya mental model masyarakat bagaimana sistem pengelolaan hutan pada dua kondisi berbeda tersebut dapat dilaksanakan, berdasarkan pengetahuan yang masyarakat dapat dari orang terdahulunya ataupun dari pengalamnnanya langsung di lapangan. Hal inilah yang menyebabkan kondisi vegetasi sekarang berbeda. Kondisi  pada saat sekarang berbeda dapat dilihat dari bagaimana masyarakat tersebut melakukan system pengelolaan. 

1. Masyarakat Yang Berkebun 
Awal mula masuknya warga pada area hutan desa untuk berkebun pada lahan yang bervegetasi lebat masyarakat tidak diperbolehkan menebang  pohon-pohon yang telah ada, ini dikarenakan salah satu kesepakatan yang terjadi pada tahun 2000 yang menyebabakan masyarakat diperbolehkan mengelolah kawasan tersebut adalah larangan menebang pohon. Jadi pada awal aktifitas masyarakat masuk berkebun dalam hutan desa dimulai dengan pembersihan lahan yang berada dilantai hutan, dan kemudian ditanami dengan kopi, kebanyakan masyarakat juga menanam markisa  pada saat itu. Karena masyarakat tidak diperbolehkan menebang maka masyarakat hanya memanfaatkan kopi diselah-selah pohon yang telah ada. Hal inilah yang membuat tutupan vegetasi tersebut menjadi hutan campuran pada saat ini. Untuk melihat model hutan campuran yang memanfaatkan lahan dibawah tegakan untuk menanam kopi.

2. Masyarakat Yang Berkebun Di Areal Kritis 
Hal yang berbeda dilihat pada lahan yang tidak bervegetasi pada awal mula masyarakat masuk untuk berkebun diareal hutan desa. Di daerah ini yang ada hanya ditumbuhi alang-alang dan beberapa kayu cembang yang  batangnya hanya sampai seukuran betis dan kemudian mati. Aktifitas masyarakat pertamakali melakukan pembersihan lahan, dan kemudian menanami jagung sambil menanam pohon penanung untuk persiapan  penaung kopi. Barulah sekitar 2 atau 3 tahun pada saat pohon penaung tersebut besar, masyarakat kemudian mengganti tanaman jagung tersebut dengan tanaman kopi. Hal ini kemudian merubah tutupan vegetasi yang dahulunya alang-alang menjadi monokultur kopi.

b. Status Lahan 
Faktor status lahan juga sangat besar berpengaruh terhadap aktifitas masyarakat di kawasan hutan lindung tersebut. Dimulai pada zaman  penjajahan pada tahun 1940an warga mengangap kawasan hutan lindung tersebut dimiliki oleh Belanda, yang pada saat itu menjajah Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan pemasangan batas-batas yang di buat oleh Belanda pada saat itu. Sehingga warga tidak ada yang memasuki kawasan tersebu. Setelah kemerdekaan dan pada tahun 1960an tidak ada yang melakukan aktifitas pada kawasan tersebut karena masyarakat juga masih trauma dan belum ada kepastian status lahan tersebut, barulah pada tahun 1989 yang pada saat itu Kepala Dinas Kehutanan melakukan pemasangan tapal batas kawasan lindung, yang artinya masyarakat, jelas tidak boleh melakukan aktifitas didalamnya. Pada tahun 2012 baru ada kesepakatan-kesepakatan yang terjadi sehingga masyarakat diperbolehkan mengelola kawasan lindung tersebut dan bahakan sampai setatus kepemilikan lahan wajib pajak (SPPT). Disinilah kegiatan yang paling aktif dilakukan didalam hutan lindung oleh masyarakat.

2. Faktor Ekonomi 

a. Keterbatasan lahan 

Berdasarkan hasil wawancara dari 9 responden dapat dilihat bahwa salah satu alasan mengapa warga masuk dan berkeinginan mengelolah kawasan lindung pada saat itu adalah masalah keterbatasan lahan di sekitar areal  pemukiman warga. Karena pada sekitar tahun 1990an areal disekitar  pemukiman warga sudah padat akan kebun-kebun yang kebanyakan ditanami kopi dan cengkeh. Belum lagi ditambah dengan jumlah penduduk semakin tahun semakin banyak, hal inilah yang mengakibatkan perambahan sampai hutan desa Amuma, disinilah pertama kali warga masuk dalam dan mengelolah lahan (pada tahun 2000) yang mana areal tersebut adalah Kawasan Hutan Lindung. 
b. Rasio Lahan & Jumlah Kependudukan 
Faktor ekonomi juga yang menyebabkan masuknya perambahan ke dalam hutan desa Amuma. Di desa Amuma yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan berkebun, ditambah lagi dengan pendidikan yang tidak memadahi. Maka akan melihat lahan dan hutan adalah salah satunya sumber pengahasilan mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup. 
3. Faktor lingkungan
Supriadi (2014) berpendapat bahwa beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan perambahan hutan, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor alam (kesuburan tanah), adanya sponsor, keterbatasan petugas pengawas hutan, dan pelaksanaan sanksi hukum. Tingkat kesuburan tanah yang cukup tinggi, dan juga karena keterbatasan lahan yang ada, menyebabkan masyarakat petani  yang kekurangan lahan tergiur untuk membuka atau merambah hutan, khususnya yang  berdekatan dengan lahannnya. 

Masyarakat memiliki luas lahan sebelum perambahan dengan luasan 0,5 ha sebanyak 30,0 %, luas lahan 1,0 ha sebanyak  56,6 %, luas lahan 1,5 ha sebanyak 6,6 %. dan 2,0 ha sebanyak 6,6 %. Keterbatasan  lahan yang dimiliki oleh setiap keluarga serta peningkatan kebutuhan, menyebabkan  sebagian masyarakat yang kurang  mampu melakukan perambahan hutan untuk perluasan  areal perkebunannya.  Sebelum melakukan peram bahan hutan, banyak masyarakat yang tidak memiliki  lahan perkebunan dan sebagian masyarakatnya memiliki luasan lahan 0,5-2 ha. Setelah adanya kegiatan pembukaan hutan luasan lahan perkebunan masyarakat bertambah dari 1 ha menjadi 5 ha bahkan ada responden yang memiliki luas lahan yang dirambah lebih  dari 10 ha. Masyarakat yang menjadi responden, umumnya memiliki luasan lahan pertanian  yang bertambah setelah adanya perambahan hutan dikawasan hutan yang berdekatan  dengan Desa Amuma. Namun ada sebagian kecil masyarakat yang menjadi responden  di daerah penelitian, luasan lahan pertaniannya tidak bertambah dan hanya mengelolah lahan bekas persawahan dan dijadikan lahan perkebunan. 

Masyarakat Desa Amuma tidak hanya membuka hutan untuk meningkatkan  perekonomian tetapi juga disebabkan adanya persaingan untuk memperluas lahan yang dimiliki. Masyarakat yang memiliki lahan dalam skala kecil merasa tersaingi dan  timbullah keinginan untuk merambah hutan semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk memperluas lahan maka semakin meningkat pula laju kerusakan hutan.

Dengan adanya persaingan untuk memperolah lahan terjadilah perambahan besar besaran yang walaupun lahan tersebut setelah dirambah pohonnya, belum juga ditanami  sawit seperti masyarakat lainnya. Timbulnya keinginan dan motivasi pemanfaatan lahan hutan dan kawasan kawasan yang dilindungi dipicu oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi hutan disamping faktor ekonomi, pendidikan dan juga faktor kesuburan tanah.

KESIMPULAN 
Pengelolaan hutan desa Amuma Kecamatan Amuma Kabupaten Yahumimo meliputi penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan penjualan. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pengelolaan hutan Desa Amuma Kecamatan Amuma Kabupaten Yahukimo adalah faktor sosial, ekonomi dan lingkungan. 
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